
 

1 
 

  

A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada merupakan salah 

satu pilar demokrasi yang berguna untuk menghasilkan pemerintahan yang 

mendapat legitimasi kuat dan amanah. Pilkada pun menjadi tonggak tegaknya 

demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah 

dan kebijakan politik negara untuk satu periode ke depan. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pilkada untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. Pilkada yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi 

sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas pula. 

Lembaga pengawas pemilu merupakan elemen penting untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Khususnya pada 

penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini Bawaslu dituntut untuk selalu 

berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta penanganan pelanggaran 

pilkada. Hal inilah yang terus dilakukan, karena Bawaslu diamanahkan tugas dan 

wewenang dalam pengawasan serta penanganan pelanggaran pilkada yang 

berguna untuk melahirkan atau mewujudkan pilkada yang demokratis dan 

bermartabat. 

Untuk melahirkan dan mewujudkan pilkada yang demokratis dan 

bermartabat sebagaimana penjelasan diatas, maka dibutuhkan transparansi bagi 

publik mengenai hasil pengawasan serta penanganan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Bawaslu seperti adanya keterbukaan informasi ditubuh Bawaslu. 

Informasi tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan laporan. Laporan yang 

dibuat haruslah memenuhi kaedah laporan yang terstruktur serta bersifat 

komunikatif dan informatif. Pentingnya membuat laporan yang terstruktur, 

komunikatif dan informatif agar menjadi landasan bagi Bawaslu untuk mengambil 

keputusan, identifikasi masalah, memberikan rekomendasi dan juga sebagai 

alat untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan Bawaslu. Oleh karena itu, 

Bawaslu beserta jajaran diharuskan untuk membuat sebuah laporan yang 

merupakan laporan akhir dari penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. 

Penyusunan laporan akhir ini juga didasarkan pada amanat Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 29 huruf d yang menyatakan 
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kewajiban bagi Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik 

dan/atau berdasarkan kebutuhan. Ketentuan tersebut diatas juga diturunkan 

pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 bahwa 

fungsi Divisi Hukum dan Data Informasi mengoordinasikan dalam hal penyiapan 

laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi 

Hukum dan Data Informasi. 

Berkaitan dengan hal diatas, Bawaslu Provinsi Riau juga membuat sebuah 

laporan akhir yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan 

pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Riau pada khususnya. Hal ini dilakukan 

guna memenuhi kaedah keterbukaan informasi dan esensi dari transparansi. 

Strukturisasi pimpinan pada Bawaslu Provinsi Riau terbagi menjadi 5 (lima) divisi 

yang salah satunya adalah Divisi Hukum, Data, dan Informasi. Berkaitan dengan 

informasi dan strukturisasi tersebut, Divisi Hukum, Data, dan Informasi telah 

membuat laporan akhir yang dimaksudkan dan ditujukan sebagai bentuk 

kewajiban Bawaslu Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang, sebagai 

bentuk evaluasi secara meneluruh terhadap kegiatan yang telah dilakukan pada 

divisi hukum Bawaslu Provinsi Riau, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan 

transparansi yang dilakukan oleh Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu 

Provinsi Riau terhadap kegiatan yang dilakukan atau yang dikerjakan dari awal 

tahapan penyelenggaraan pilkada hingga akhir tahapan penyelenggaraan 

pilkada serentak tahun 2020. 

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan 

Dasar hukum yang menjadi landasan serta isi atas pembuatan Laporan Akhir 

Divisi Hukum, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu 

Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat 

Pemungutan Suara; 

3. Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan 

4. Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan 

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. 
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C. Tujuan Laporan 

Tujuan dibuatnya laporan akhir ini adalah sebagai Laporan Akhir Divisi 

Hukum Bawaslu Provinsi Riau yang dibuat dengan Maksud Tujuan bahan 

evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Divisi Hukum pada penyelenggaraan tugas 

dan fungsi tugas dan fungsi Divisi Hukum sebagimana diatur dalam ketentuan 

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah dalam Peraturan 

Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan 

Suara yang pada pokoknya menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas 

untuk seluruh divisi yang dimana salah satunya yaitu terkait penyiapan Laporan 

Akhir Divisi. 

D. Sistematika Laporan 

Dalam penyusunan Laporan Hukum Bawaslu Provinsi Riau, sistematika 

penulisan dibagi menjadi beberapa BAB yaitu sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

bagian ini berisi pembahasan gambaran umum, tujuan laporan, landasan 

hukum, dan Sistematika Penyusuan Laporan Hukum. 

2. BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM 

Bagian ini berisi tentang Penguatan Kapasitas Hukum, Fasilitasi dan 

Konsultasi Kajian Hukum, Sosialisasi Produk Hukum, Fasilitasi Advokasi dan 

Bantuan Hukum, Pemberian Keterangan PHP dan Pengawasan Atas Tindak 

Lanjut Putusan yang merupakan gambaran dalam pelaksanaan pengawasan 

pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota Tahun 

2020. 

3. BAB III ANALISA DAN REKOMENDASI 

Bagian ini berisi tentang bagian Analisa dan Rekomendasi Divisi Hukum, 

Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Riau terhadap pelaksanaan pemilihan 

pengawasan pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten/Kota Tahun 2020. 
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BAB II 

PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM 

A. Penguatan Kapasitas Hukum 

Penguatan Kapasitas Divisi Hukum secara bertahap terlaksana untuk tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota baik untuk Komisioner maupun staf. Adapun 

kegiatan penguatan kapasitas yang telah dilaksanakan : 

 
1. Mengelola Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Riau. 

 
 

Tujuan Pengelolaan JDIH Berdasarkan Perbawaslu 7 Tahun 2020 

adalah menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi 

Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota, menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan 

Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat 

dan mudah, mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH 

Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH 

Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum 

di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan 

meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada 

publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, 

efektif, efisien, dan bertanggung jawab. 

Dalam rangka upaya Peningkatan Optimalisasi Pengelolaan Jaringan 

Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Riau guna Menjamin 

ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, 

serta dapat diakses secara cepat dan mudah maka Bawaslu Provinsi Riau 

saat ini telah mengupload 47 Produk Hukum dengan rincian 42 Produk 

Hukum terverifikasi dan 5 Produk Hukum Tidak Terverifikasi. 
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2. Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis di Bawaslu RI. 

Bawaslu Provinsi Riau ikut serta dalam kegiatan Bimbingan Teknis 

Penyusunan Keterangan tertulis untuk persiapan sidang Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) oleh Bawaslu Republik Indonesia yang 

dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-11 November 2020. 

Bahwa dalam kegiatan bimtek tersebut disampaikan mengenai prinsip- 

prinsip baik dalam menyusun keterangan tertulis oleh Bawaslu maupun 

prinsip- prinsip dalam bersidang di Mahkamah Konstitusi. Dalam kegiatan 

bimtek tersebut juga dilakukan praktek dalam menyusun keterangan tertulis, 

bagaimana teknik dan cara yang benar dalam menyusun keterangan 

tersebut. Para narasumber menjelaskan bahwa dalam menyusun 

keterangan tertulis tersebut Bawaslu adalah pihak yang netral dan tidak 

menunjukkan kepentingan politik terhadap salah satu pihak baik pemohon 

maupun termohon. Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan 

menyampaikan hasil kinerjanya dalam sisi pengawasan pemilihan, kinerja itu 

dituangkan dalam keterangan tertulis disetiap tahapan pemilihan. Selain 

praktek menyusun keterangan tertulis dalam kegiatan tersebut juga digelar 

praktek dalam menghadapi sidang di mahkamah konstitusi, bagaimana 

nantinya Bawaslu mengahadapi pertanyaan dari para majelis hakim 

Mahkamah Konstitusi dan bagaimana seharusnya bawaslu bersikap selama 

persidangan di Mahkamah Konstitusi. 

 

 

Dokumentasi Bimtek Keterangan Tertulis di Bawaslu RI Tahun 2020 

 
 

3. Focus Group Discussion (FGD) Hukum 

Bahwa dalam meningkatkan kapasitas terhadap pemahaman regulasi 

terkait pemaknaan mantan narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau ikut serta dalam kegiatan Forum Group 

Discussion yang dilaksanakan di Bawaslu Republik Indonesia dengan 

agenda ñAnalisis Hukum Pemaknaan Terhadap Mantan Terpidana, Mantan 

Narapidana dan Bebas Bersyarat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 

2020ò. Dalam FGD 
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tersebut disampaikan mengenai terpidana dan pemilihan calon kepala 

daerah, juga menjelaskan siapa yang dimaksud ñpelakuò dalam hukum 

(acara) pidana, apa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat, dan 

menjelaskan mengenai ópencabutanô hak terpidana untuk dipilih dalam 

pemilihan umum, serta menjelaskan peraturan KPU nomor 18 tahun 2019 

mengenai terpidana dalam pemilihan umum. FGD ini ditujukan menyamakan 

presepsi bagi Bawaslu Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala 

daerah, FGD ini juga memberikan langkah strategis bagi Bawaslu Provinsi 

dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2020. 

Dokumentasi Kegiatan Forum Group Discussion 

 
4. Bimbingan Teknis 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 

2020, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu 

Provinsi Riau diamanahkan untuk mengemban tugas sebagai Tim Pemeriksa 

Daerah (TPD). Selama melaksanakan tugas sebagai TPD, Bawaslu Provinsi 

Riau juga mengikuti kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas 

dan kinerja sebagai TPD. Dalam kegiatan tersebut disampaikan mengenai 

prinsip-prinsip penegakan kode etik penyelenggara pemilu, dalam hal ini 

TPD dari unsur Bawaslu dan KPU harus berupaya untuk menyaring perkara-

perkara yang masuk ke DKPP. TPD merupakan garda terdepan dalam 

penegakan kode etik di provinsi, hal ini menjadi sangat penting karena TPD 

lebih mengetahui situasi pelaksanaan pilkada dan pemilu di daerah. Oleh 

karena itu prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu harus 

tertanam dalam pribadi masing-masing TPD. 

 

 

 

 

               Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis DKPP
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5. Rapat Dalam Kantor (RDK) Hukum 

Bahwa dalam penguatan kapasitas pemahaman permasalahan hukum 

dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu 

Provinsi Riau mengikuti kegiatan RDK dengan agenda ñPemetaan 

Permasalahan Hukum dalam Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Lanjutan 

Tahun 2020ò. Kegiatan ini ditujukan agar semua kerja-kerja pengawasan 

terutama dalam bidang penegakakan hukum pilkada dapat dioptimalkan 

dengan baik. Juga untuk menentukan langkah-langkah antisipasi dalam 

kerja-kerja pengawasan terutama dalam bidang penegakkan hukum pilkada. 

 

 
Dokumentasi Kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) Hukum 

 

 
6. Verifikator JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau 

Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik 

merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. 

Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Keberadaan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di era globalisasi dan 

reformasi yang mengedepankan penegakkan supermasi hukum sangat 

diperlukan. 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Perbawaslu Nomor 7 

Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan 

Pengawas Pemilihan Umum merupakan landasan hukum terhadap 

ketatalaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada pada 

Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota. Seperti halnya 

layanan bidang hukum, masyarakat menghendaki tersedianya bahan 

dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan dapat diakses secara 
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mudah, cepat, tepat dan akurat. 

Rekapitulasi Produk Hukum/Putusan Bawaslu Se- Provinsi Riau Yang 

Terverifikasi Dalam Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu 

Dapat Diakses Oleh Masyarakat, Adapun detail laporan pengelolaan JDIH 

Bawaslu Provinsi Riau adalah sebagai berikut : 

 
 

Diagram jumlah produk hukum Bawaslu Kabupaten/Kota 

 
 

7. Pertemuan yang dilakukan via Zoom Meeting 

Dalam menjalankan peran dan fungsi Divisi Hukum, Bawaslu Provinsi 

Riau dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan 

pertemuan/rapat tidak hanya dilakukan secara langsung/luring, 

Pertemuan/rapat juga dilakukan secara daring. Pertemuan secara daring 

dilakukan mengingat situasi dan kondisi selama masa pandemic covid-19. 

Pertemuan secara daring tersebut bertujuan agar penguatan kapasitas dan 

kinerja dibidang hukum tetap terlaksana dengan baik. Penguatan kapasitas 

yang dimaksud berupa pemahaman regulasi selama penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Pertemuan via Zoom Meeting 
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B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum 

Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh 

masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam 

hubungannya dengan sesamanya, serta untuk menjaga keutuhan masyarakat itu 

sendiri. Karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda- 

beda. Aturan atau hukum yang ada perlulah dikaji dan ditelaah kembali, termasuk 

didalamnya kajian atas aturan-aturan dalam proses penyelenggaraan pemilihan 

umum. Dalam bukunya Ahmad Ali yang berjudul Menjelahi Kajian Empiris 

Terhadap Hukum, menyatakan bahwa Kajian terhadap hukum dapat dibedakan 

ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut: 

a. Kajian Normatif 

Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa 

yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang 

benar dan salah. Antara lain: Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Tata 

Negara Positif. 

b. Kajian Filosofis 

Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum, 

mengkaji Law in ideas. 

c. Kajian Empiris 

Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup 

kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Antara lain: sosiologi 

hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji 

Law in action atau das sein (apa kenyataanya). 

Seperti dikutip dari ñRestatement kumpulan kajian hukum pemiluò 

Bawaslu yang menuliskan bahwa untuk menghadapi kompleksitas 

penyelenggaraan tahapan Pemilu dan modus pelanggaran yang terus 

mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan, Bawaslu 

perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam supaya dapat 

menyeragamkan pemahaman bagi jajarannya sampai dengan Pengawas 

TPS terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masing-masing sesuai dengan 

tingkatannya. Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu meminimalisasi 

perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum dalam rangka 

melaksanakan tugas dan kewenangan jajaran pengawas Pemilu di masing-

masing tingkatan. 

Dalam rangka membangun konsep Bawaslu RI hingga sampai pada 

jenjang dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu 

krusial yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang 

atau akan berjalan. Kajian dan analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu 

krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik politik uang, Tahapan 

kampanye Pemilu dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan 
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penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang 

berkaitan dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau dalam 

melakukan analisis dan kajian hukum perihal Peraturan baik Undang-

Undang Pemilu maupun Perbawaslu selama proses tahapan jalannya 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 selalu dilakukan dalam 

internal Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. sebagai 

upaya perkembangan pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan tugas 

dengan tujuan agar terselenggaranya Pemilihan Umum yang baik sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi divisi hukum, humas dan data 

informasi, Bawaslu Provinsi Riau terkhusus dibagian hukum telah banyak 

memberikan fasilitasi konsultasi hukum untuk Bawaslu Kabupaten/Kota, 

terutama pada saat tahapan Pilkada tahun 2020 dimulai. 

Disetiap tahapan Pilkada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten/Kota sering 

melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Riau, baik itu terkait adanya 

perubahan regulasi maupun terkait teknis Pengawasan dan Penindakan 

Pelanggaran. Namun, hal ini sangat disayangkan karena trafic konsultasi 

hukum yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Riau kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota belum terekam secara menyeluruh, sehingga terkait data 

jumlah konsultasi hukum yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Riau tidak 

bisa ditampilkan. 

 
C. Sosialisasi Produk Hukum 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam hukum dikenal 

dengan berbagai macam asas hukum yang salah satunya adalah fiksi hukum. 

Fiksi hukum adalah sebuah asas yang menyatakan bahwa semua orang 

dianggap tau akan keberadaan suatu hukum yang biasa dikenal dengan istilah 

presumptio iures de iure. Anggapan itu tentu dirasa kurang adil karena secara 

nalar, bagaimana mungkin setiap orang mengetahui suatu hukum dan 

muatannya yang diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan. 

Bahkan sarjana hukum sekali pun belum tentu tau kehadiran suatu peraturan 

perundang-undangan dan muatan hukum didalamnya, terlebih apabila peraturan 

perundang-undangan tersebut baru diumumkan. 

Namun, fiksi hukum ini harus tetap diterapkan. Sebab, apabila tidak 

diterapkan maka akan menyulitkan penegakan hukum dan menurunkan wibawa 

hukum. Oleh karena hal tersebut, maka dibutuhkan suatu elemen penting untuk 

dilakukan agar setiap orang dapat mengetahui hukum. Elemen penting tersebut 

adalah sosialisasi hukum. Dengan sosialisasi hukum setiap orang dapat 

mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan muatan 
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didalamnya. Sosialisasi hukum adalah suatu proses belajar-mengajar atau 

penanaman nilai hukum dan aturan hukum di masyarakat yang disampaikan oleh 

satu orang ke orang lainnya atau dari satu pihak ke pihak lainnya. Sosialisasi 

hukum juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran atau penyuluhan 

hukum. Melalui proses sosialisasi hukum maka seseorang atau suatu pihak 

dapat memahami hukum yang dituang kedalam peraturan perundang-undangan 

beserta muatannya. 

Sosialisasi hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan 

pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat 

sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh 

terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi 

tegaknya supremasi hukum. 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi 

abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan 

ketentraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum 

masyarakat merupakan output dari proses kegiatan sosialisasi hukum yang 

ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di 

lapangan, hanya cara atau teknik sosialisasi hukum yang bersifat komunikatif dan 

mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat 

berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang 

dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum 

sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum 

tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. 

Berdasarkan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Provinsi Riau pada 

Bagian Hukum dapat melakukan sosialisasi hukum berupa penyuluhan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, Bagian Hukum 

Bawaslu Provinsi Riau melakukan sosialisasi hukum kepada jajaran Bawaslu 

Kabupaten/Kota. Berikut akan disampaikan pelaksanaan sosialisasi hukum dan 

kegiatan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Riau. 

 
- Sosialisasi Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian Sengketa 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan Wakil bupati, serta wali 

kota dan wakil wali kota serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam 

corona virus disease 2019 (covid-19) di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau 

pada tanggal 10 Agustus 2020. 
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D. Fasilitasi, Advokasi dan Bantuan Hukum 

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a Perbawaslu No 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola 

Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten,Kota, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Panitia 

Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu 

Provinsi mengordinasikan fungsi Advokasi dan Pendampingan Hukum. 

Dalam memberikan Advokasi atau Bantuan Hukum dasar hukum 

pelaksanaannya telah tertuang didalam Perbawaslu No. 26 Tahun 2018 Tentang 

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu. Pemberian 

Bantuan Hukum (advokasi) diberikan kepada Pengawas Pemilu dalam 

menghadapi permasalahan hukum, baik itu permasalahan hukum secara pribadi 

maupun permasalahan hukum yang melibatkan jabatannya sebagai pengawas 

pemilu. Dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 diwilayah Provinsi Riau, 

Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Riau tidak pernah 

mendapatkan permohonan untuk memberikan Bantuan Hukum. 

Namun, dalam hal melaksanakan kewajiban, Bawaslu Provinsi Riau 

melakukan pendampingan hukum kepada 5 (lima) Bawaslu Kabupaten yang 

menjadi pemberi keterangan pada Sidang Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020 

di Mahkamah Konstitusi. 5 (lima) Kabupaten yang menjadi pemberi keterangan 

pada sidang PHP tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi tersebut adalah : 

1. Bawaslu Kab. Kuantan Singingi dengan nomor perkara 60/PHP.BUP-XIX/2021; 
 

2. Bawaslu Kab. Rokan Hulu dengan nomor perkara 70/PHP.BUP-XIX/2021; 
 

3. Bawaslu Kab. Rokan Hilir dengan nomor perkara 85/PHP.BUP-XIX/2021; 
 

4. Bawaslu Kab. Indragiri Hulu dengan nomor perkara 93/PHP.BUP-XIX/2021; dan 
 

5. Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti dengan nomor perkara 120/PHP.BUP- 

XIX/2021. 

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau, dimulai 

dengan persiapan untuk pendampingan penyusunan Keterangan Tertulis dalam 

persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau 

mengikuti Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia 

pada tanggal 10-11 November 2020 di Aone Hotel Jakarta. Pada kegiatan ini, 

selain materi tentang penyusunan keterangan tertulis, peserta kegiatan 

bimbingan teknis juga melakukan praktek penyusunan keterangan tertulis terkait 

teknik dan cara yang benar dalam menyusun keterangan tertulis untuk 

menghadapi sidang PHP Tahun 2020. 

Pada tanggal 29 Desember 2020, Bawaslu Provinsi Riau mengadakan 

kegiatan Konsolidasi dan Persiapan Kabupaten/Kota dalam memberikan 
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keterangan tertulis untuk menghadapi PHP Pilkada Tahun 2020 dengan 5 (lima) 

Bawaslu Kabupaten yang menjadi pemberi keterangan. Pada tanggal 6 Januari 

2020 Bawaslu Provinsi Riau melakasanankan Rapat Koordinasi Persiapan 

Penyusunan Draft Awal Keterangan Tertulis pada sidang PHP di Mahkamah 

Konstitusi dengan 5 (lima) Kabupaten/Kota yang akan memberikan keterangan 

tertulis pada sidang PHP di Mahkamah Konstitusi. Pada kegiatan ini, Bawaslu 

Provinsi Riau menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar siap dan 

cermat dalam mempersiapkan segala kebutuhan dokumen untuk Keterangan 

Tertulis. 

Kemudian pada tanggal 8 Januari 2021 Bawaslu Provinsi Riau mengundang 

5 (lima) Kabupaten tersebut untuk melakukan Rapat Finalisasi Penyusunan 

Draft Keterangan Tertulis pada Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi. 

Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2021 dilaksanakan kembali kegiatan Rapat 

Koordinasi dan Sinkronisasi Data untuk Menyusun Keterangan Tertulis dalam 

Pemberian Keterangan di Mahkamah Konstitusi. Pada kegiatan ini, Bawaslu 

Provinsi Riau menekankan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar menyusun 

keterangan tertulis sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis yang diberikan 

oleh Bawaslu Republik Indonesia, dimana Bawaslu Kabupaten/Kota harus 

melampirkan dokumen- dokumen seperti Hasil Pengawasan Pengawas atau 

Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Dokumen Penanganan Pelanggaran, hingga 

dokumen Penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa. 

Selain itu, Bawaslu Provinsi Riau telah membentuk beberapa tim untuk 

melakukan pendampingan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota 

pada saat penyusunan keterangan tertulis maupun pada saat serta Bawaslu 

Provinsi Riau mendampingi secara langsung pada saat sidang PHP Tahun 2020 

di Mahkamah Konsitusi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

  

TABLE KEGIATAN BAWASLU PROVINSI RIAU 

SELAMA MELAKUKAN PENDAMPINGAN KEPADA BAWASLU 

KABUPATEN/KOTA DALAM PERSIAPAN PEMBERIAN KETERANGAN TERTULIS 

PADA SIDANG PHP 2020DI MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

NO HARI/TANGGAL NAMA KEGIATAN 

 

 
1 

 
Selasa-Rabu/10-11 

November 2020 

Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan 

Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP 

Tahun 2020 di Jakarta yang 

diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia 

 

 
2 

 
Selasa/ 29 Desember 

2020 

Konsolidasi dan Persiapan Kabupaten/Kota dalam 

memberikan keterangan tertulis untuk   

menghadapi   PHP   Pilkada Tahun 

2020 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau 

 

 
3 

 
Jumôat/08 Januari 

2021 

Rapat Finalisasi Penyusunan Draft Keterangan 

Tertulis pada Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi 

di Aula Kantor 

Bawaslu Provinsi Riau 

 
 
 
4 

 
 

Kamis/14 Januari 2021 

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data untuk 

Menyusun Keterangan Tertulis dalam Pemberian 

Keterangan di Mahkamah 

Konstitusi 

 
 
 

 
5 

 
 

 
Minggu-Selasa/24-26 
Januari 2021 

Supervisi dan Monitoring Bawaslu Provinsi Riau 

kepada 3 (tiga) Kabupaten yang melakukan 

Perbaikan Keterangan Tertulis Hasil Koreksi 

Finalisasi oleh Bawaslu Republik Indonesia, yaitu 

1. Kabupaten Kuantan Singingi; 2. Kabupaten 

Rokan 

Hulu; dan 3. Kabupaten Rokan Hilir. 
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E. Pemberian Keterangan Pada Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Kepala 

Daerah (PHPKADA) 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa dikenal 

dengan PHPKada adalah perselisihan antar peserta pemilihan dan KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan 

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan kewenangannya, Bawaslu Provinsi 

Riau dapat menyampaikan keterangan PHPKada baik secara tertulis maupun 

lisan sesuai yurisdiksinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 

Perbawaslu No. 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan 

Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. Pada tahapan perselisihan 

hasil Pemilihan Kepala Daerah, dari 9 Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah terdapat 5 (lima) Kabupaten 

yang mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan 

Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi. 

Dari 5 (lima) permohonan perselisihan hasil pilkada tersebut, Bawaslu 

Provinsi Riau menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pembinaan dan 

pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota baik pembinaan dan 

pendampingan dalam hal penyusunan keterangan tertulis maupun pembinaan 

dan pendampingan dalam hal menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi. 

Tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Riau ini didasarkan kepada Surat Edaran 

Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 

: 0052/HK.03.03/K1/2021 perihal instruksi kepada Ketua dan/atau Anggota 

Bawaslu Provinsi untuk melakukan pendampingan kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam PHP Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.  

1. Penyusunan Keterangan Tertulis Kabupaten/Kota. 

Dalam hal pembinaan dan pendampingan penyusunan keterangan 

tertulis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Riau telah 

melaksanakan kegiatan Konsolidasi dan Persiapan Kabupaten/Kota dalam 

memberikan keterangan tertulis untuk menghadapi PHP Pilkada Tahun 

2020, yang perinciannya sebagai berikut : 

a. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Draft Awal Keterangan 

Tertulis pada sidang PHP di Mahkamah Konstitusi. 

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau melakasanankan Rapat 

Koordinasi Persiapan Penyusunan Draft Awal Keterangan Tertulis pada 

sidang PHP di Mahkamah Konstitusi dengan 5 (lima) Kabupaten/Kota 

yang akan memberikan keterangan tertulis pada sidang PHP di 

Mahkamah Konstitusi. Pada kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Riau 

menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar siap dan cermat 

dalam mempersiapkan segala kebutuhan dokumen untuk Keterangan 

Tertulis. 
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b. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data untuk Menyusun 

Keterangan Tertulis dalam Pemberian Keterangan di Mahkamah 

Konstitusi. 

Pada kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Riau menekankan kepada 

Bawaslu Kabupaten/Kota agar menyusun keterangan tertulis sesuai 

dengan arahan dan petunjuk teknis yang diberikan oleh Bawaslu 

Republik Indonesia, dimana Bawaslu Kabupaten/Kota harus 

melampirkan dokumen-dokumen seperti Hasil Pengawasan Pengawas 

atau Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Dokumen Penanganan 

Pelanggaran, Dokumen Rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota 

hingga dokumen Penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa. 

c. Supervisi dan Monitoring Terkait Penyusunan Keterangan Tertulis. 

Pembinaan dan pendampingan tidak hanya dilakukan berupa 

konsolidasi Bawaslu Kabupaten/Kota ke Bawaslu Provinsi Riau. Namun 

Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan Supervisi dan Monitoring pada 

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan Keterangan tertulis. 

Supervisi dan Monitoring ini dimaksudkan untuk mempercepat 

pelaksanaan penyusunan keterangan tertulis yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Supervisi dan monitoring yang dilaksanakan juga bertujuan agar 

keterangan tertulis yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten sudah sesuai 

dengan arahan dan perbaikan hasil agenda finalisasi keterangan tertulis 

di Bawaslu Republik Indonesia. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

  

d. Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu 

Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor 

:0014/HK.03.03/K1/2021 Perihal Undangan Pendampingan Finalisasi 

Keterangan Bawaslu dalam Sidang PHP di Mahkamah Konstitusi. Maka 

Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 2021 

melakukan pendampingan Finalisasi Keterangan Bawaslu 5 (lima) 

Kabupaten di Wilayah Provinsi Riau dalam Sidang PHP Mahkamah 

Konstitusi di Kantor Bawaslu Republik Indonesia. 

Bahwa dalam kegiatan finalisasi tersebut disampaikan mengenai 

prinsip-prinsip dalam menyusun keterangan tertulis yang baik dan benar. 

Dalam kegiatan finalisasi tersebut juga dilakukan koreksi dan perbaikan 

keterangan secara langsung oleh subkoordinator bagian hukum Bawaslu 

RI. Koreksi dan perbaikan keterangan dilakukan terhadap 5 kabupaten 

yang akan melalui proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, diantaranya Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun koreksi dan perbaikan yang 

dilakukan adalah terhadap substansi/isi dari keterangan tertulis yang 

akan disampaikan sesuai dengan pokok permohonan pemohon. Tolak 

ukur dari substansi/isi dari keterangan tertulis itu adalah apakah 

keterangan tertulis itu sudah menjawab apa yang dimohonkan dalam 

pokok permohonan, artinya keterangan tertulis itu haruslah menjelaskan 

secara terperinci mengenai kronologi peristiwa dari awal hingga akhir. 

Koreksi dan perbaikan juga dilakukan terhadap keterangan tertulis yang 

tidak menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. 

Artinya keterangan tertulis yang dibuat yang tidak sesuai dengan pokok 

permohonan yang dimohonkan tidak perlu dituangkan kedalam 

keterangan tertulis. Koreksi dan perbaikan keterangan tertulis 5 

kabupaten tersebut juga dilakukan pada alat bukti dan daftar alat bukti 

yang telah disusun, penyesuaian urutan alat bukti harus dibuat secara 

berurutan. Koreksi dan perbaikan juga dilakukan terhadap redaksi/narasi 

keterangan tertulis, penyesuaian bahasa keterangan yang berpedoman 

pada EYD dan sistematika dalam kronologi/peristiwa harus dibuat secara 

berurutan. 
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                 Dokumentasi Finalisasi Keterangan Tertulis Bawaslu 
 

2. Pendampingan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di 

Mahkamah Konstitusi. 

Dalam hal pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu 

Provinsi Riau Mendampingi 5 (lima) Kabupaten/Kota pada saat memberikan 

keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi, yang di antaranya sebagai 

berikut : 
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a. Sidang Pendahuluan 

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal 

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota, sidang pemeriksaan pendahuluan merupakan sidang yang 

memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta 

memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Dalam sidang 

pemeriksaan pendahuluan Hakim Mahkamah Konstitusi juga 

menetapkan sebagai pihak terkait. 

Bawaslu Provinsi Riau sesuai instruksi dan arahan Bawaslu 

Republik Indonesia ikut serta hadir pada persidangan pemeriksaan 

pendahuluan menjalankan peran dan fungsinya memberikan 

pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten sebagai pihak pemberi 

keterangan. 
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b. Sidang Pemeriksaan Persidangan 

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal 

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota, sidang pemeriksaan persidangan merupakan agenda 

penyerahan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan 

keterangan Bawaslu. Agenda sidang ini juga memeriksa dan mendengar 

jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu 

serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait 

dan Bawaslu. 

Bawaslu Provinsi Riau sesuai instruksi dan arahan Bawaslu Republik 

Indonesia ikut serta hadir pada persidangan pemeriksaan dengan 

agenda mendengar keterangan Bawaslu, menjalankan peran dan 

fungsinya memberikan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten 

sebagai pihak pemberi keterangan. 
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c. Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pembuktian. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal 

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota, sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda pembuktian 

merupakan agenda sidang memeriksa dan mendengar keterangan 

saksi/ahli. Agenda sidang ini juga memeriksa dan mengesahkan alat 

bukti tambahan. 

Bawaslu Provinsi Riau sesuai instruksi dan arahan Bawaslu Republik 

Indonesia ikut serta hadir pada persidangan pemeriksaan lanjutan 

dengan agenda pembuktian, menjalankan peran dan fungsinya 

memberikan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten sebagai pihak 

pemberi keterangan. 
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F. Pengawasan atas Tindak Lanjut Putusan 

Pengawasan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan 

untuk mengawasi sesuatu berdasarkan kewenangannya. Selain melakukan 

tugas dalam bantuan hukum dan pemberian keterangan dalam Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Bagian 

Hukum Bawaslu Provinsi Riau juga diamanahkan tugas untuk mengawasi 

pelaksanaan putusan berdasarkan yurisdiksinya sebagaimana bunyi Pasal 97 

huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Berikut disampaikan deskripsi singkat terkait Pengawasan atas Tindak Lanjut 

Putusan, yaitu Putusan Mahkamah Kontitusi, Peradilan, DKPP, Bawaslu, dan 

KASN : 

1. Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang salah 

satu kewenangannya adalah untuk memutus perselisihan hasil pemilu. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemilu wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu 

yang salah satunya adalah Bawaslu. 

Berdasarkan kewenangannya, Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Riau 

wajib melakukan pengawasan atas tindaklanjut pelaksanaan putusan yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu yang diputus oleh 

Mahkamah Konstitusi. Dari awal tahapan penyelenggaraan pemilu hingga 

akhir tahapan penyelenggaraan pilkada, Bawaslu Provinsi Riau telah 

menerima 5 (lima) Putusan Mahkamah Konstitusi yang harus diawasi 

tindaklanjut pelaksanaan putusannya oleh Bagian Hukum Bawaslu 

Kabupaten/Koa. Berikut akan disampaikan Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut sebagai berikut : 
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a. Kabupaten Kuantan Singingi 

Pada tanggal 17 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi telah 

melakukan Sidang lanjutan perkara Nomor perkara 60/PHP.BUP-

XIX/2021 dengan Agenda Pembacaan Putusan , terhadap Pokok 

Permohonan dan Petitum Pemohon Mahkamah Konstitusi menyatakan 

Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima (Ditolak) 

b. Kabupaten Rokan Hilir 

Permohonan Perkara dengan Nomor: 87/PAN.MK/AP3/12/2020 

diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan Registrasi Perkara Nomor 

: 85/PHP.BUP-XIX/X2021, tetap masuk di sidang pendahuluan pada 

tanggal 29 Januari 2021, dalam sidang pendahuluan berjalan sangat 

lancar. Akan tatapi selanjutnya ditetapkan sidang yang kedua pada hari 

kamis tanggal 4 Februari 2021 Perkara dengan Nomor:Nomor 

:85/PHP.BUP-XIX/X2021 dicabut oleh Pasangan Bupati dan Wakil 

Bupati Nomor 2. 

Perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hilir 

yang telah diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk Umum pada 

hari senin tanggal 15 Februari 2021, dengan amar Menyatakan 

Permohonan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 ditarik kembali 

c. Kabupaten Kepulauan Meranti 

Bahwa Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Kabupaten 

Kepulauan Meranti Tanggal 17 Februari 2020, Perkara Nomor : 

120/PHP.BUP- XIX/2020 menjatuhkan putusan dalam perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang 

diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 Mahmuzin ïDrs. 

Nuriman Khair, MH. Dengan amar putusan Menyatakan permohonan 

Pemohon tidak dapat diterima. 

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno Terbuka 

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada 

Pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020 bertempat di Kantor Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten sebagai bentuk tindak lanjut 

atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 
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d. Kabupaten Indragiri Hulu 

Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di 

Mahkamah Konstitusi diajukan oleh pasangan calon nomor urut 5 atas 

nama Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo. Permohonan didaftarkan di 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 

18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara: 93/PHP.BUP-XIX/2021. 

Namun pada saat laporan ini dibuat, proses sidang di MK masih 

dalam proses dan belum dilaksanakan putusan sesuai jadwal yang 

telah ditentukan. 

e. Kabupaten Rokan Hulu 

Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di 

Mahkamah Konstitusi diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 atas 

nama Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal. Permohonan didaftarkan 

di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan 

Nomor Perkara: 70/PHP.BUP-XIX/2021. 

Bahwa berdasarkan sidang Mahkamah Konstitusi perihal Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Kabupaten Rokan Hulu 

dengan Nomor perkara PHP : 70/PHP.BUP-XIX/2021 masih menunggu 

hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi. 

 
2. Putusan Peradilan 

Peradilan adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satu 

kewenangannya adalah untuk memutus perkara pelanggaran pemilu dan 

sengketa pemilu. Putusan Peradilan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemilu wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu 

yang salah satunya adalah Bawaslu. Peradilan yang dimaksud dalam 

bagian ini adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agunseperti Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tinggi. 

Berdasarkan kewenangannya, Bawaslu Provinsi Riau wajib melakukan 

pengawasan atas tindaklanjut pelaksanaan putusan yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan pemilu yang diputus oleh Peradilan. Berkaitan 

dengan hal tersebut, dari awal penyelenggaraan hingga sampai saat 

laporan ini dibuat Bawaslu Provinsi Riau memperoleh data dari 

Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan Pelaksanaan Putusan adalah 

sebagai berikut : 

a. Bawaslu Kota Dumai. 

Dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 diwilayah Kota 

Dumai terdapat 1 (satu) Putusan Pengadilan Negeri terhadap 

Pelanggaran tindak 
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Pidana Pemilihan dengan nomor putusan 432/Pid.Sus/2020/PN Dumai, 

yang dibacakan pada tanggal 26 November 2020 oleh Pengadilan 

Negeri Dumai dengan Putusan berupa Gugurnya Hak Menuntut 

Terdakwa Eko Suharjo. 

b. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. 

Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan 

Singingi Tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 1 (satu) 

gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Medan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi 

(Andi Putra, SH., MH ï H. Suhardiman Amby, MM) terhadap Tergugat 

KPU Kuantan Singingi dalam Perkara Nomor 

1/G/PILKADA/2020/PTTUN-MEDAN dengan Objek Sengketa Surat 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 

September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020. 

Dengan hasil Putusan Menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya. 

c. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. 

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 

terdapat 10 laporan/temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan. 

Namun yang terpenuhi bukti yang cukup untuk diteruskan kepada 

proses penyidikan hanya 3 kasus. Dari ketiga kasus tersebut telah 

diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Tinggi 

Pekanbaru bagi yang mengajukan upaya hukum banding. 

(1) Laporan nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/04.05/X/2020. Pelapor 

melaporkan Terlapor Edi Prianto,ST (Kepala Desa Talang 

Jerinjing) atas tindakan postingan video berupa deklarasi dukungan 

kepada salah satu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri 

Hulu. Pengadilan Negeri Rengat telah memutus bersalah dan 

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara 

selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 6.000.000,- 

(enam juta Rupiah). 

(2) Temuan nomor: 03/TM/PB/KEC.RENGAT BARAT/04.05/XII/2020. 

Panwaslu Kecamatan Rengat Barat menindaklanjuti Temuan 

terhadap SUPRIANTO, Dkk terhadap dugaan politik uang pada hari 

tenang. PN Rengat memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti 

dan diputus bebas. 

(3) Laporan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020. Pelapor 

melaporkan Riswidiantoro, Dkk atas dugaan pelanggaran Pidana 

Pemilihan berupa perbuatan menguntungkan/ merugikan salah 

satu 
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paslon. Pengadilan Negeri Rengat telah memutus bersalah dan 

menjatuhkan pidana masing-masing Pidana Penjara selama 1 

(satu) bulan dan denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta 

Rupiah). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan terhadap 

Terdakwa sebagai berikut: 

- Riswidiantoro (Pidana Penjara selama 3 bulan dan denda 

sebesar Rp 6.000.000). 

- Guspan Ardodi (Pidana Penjara selama 2 bulan dan denda 

sebesar Rp 6.000.000). 

- Said Usman (Pidana Penjara selama 2 bulan dan denda 

sebesar Rp 6.000.000). 

- Suherman (Pidana Penjara selama 2 bulan dan denda sebesar 

Rp 6.000.000). 

- Septian Eko Prastiyo (Pidana Penjara selama 2 bulan dan 

denda sebesar Rp 6.000.000). 

- Rajis Khan (Pidana Penjara selama 2 bulan dan denda sebesar 

Rp 6.000.000). 

d. Bawaslu Kabupaten Bengkalis 

(1) Berdasarkan Kajian hukum dugaan pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Bnegkalis terhadap penanganan 

pelanggaran laporan terhadap Sdr. Hermanto alias Eman Bin 

Syamsul Bahri Pengadilan Negeri Divisi Hukum, Humas dan Datin 

Bawaslu Kabupaten BengkalisBengkalis menindaklanjuti dengan 

memberikan Putusan Nomor: 712/Pid.Sus/2020/PN.Bls tertanggal 

17 Desember 2020 dengan hasil putusan Sdr. Hermanto alias 

Eman Bin Syamsul telah terbukti dan bersalah melakukan tindak 

pidana ñdengan sengaja menghalangi jalanya kampanye. 

(2) Berdasarkan Kajian hukum dugaan pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Bnegkalis terhadap penanganan 

pelanggaran laporan terhadap Sdr. Dasikin Bin Listak dan Sdr. 

Amaludin Alias Kamal Bin Listak, Pengadilan Negeri Bengkalis 

menindaklanjuti dengan memberikan Putusan Nomor: 

2/Pid.Sus/2021/PN.Bls tertanggal 14 Januari 2021 dengan hasil 

putusan Sdr. Dasikin Bin Listak dan Sdr. Amaludin Alias Kamal Bin 

Listak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ñdengan 

sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri 

sendiri tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar 

pemilihò. 
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Terhadap beberapa kasus di peradilan yang telah diputus, dalam hal 

ini Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan Pengawasan terkait 

pelaksanaan Putusan tersebut oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana 

mestinya. 

 
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa dikenal 

dengan DKPP adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang 

bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 

Putusan DKPP wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu yang salah 

satunya adalah Bawaslu. Berdasarkan kewenangannya, Bawaslu Provinsi 

Riau wajib melakukan pengawasan atas tindaklanjut pelaksanaan 

putusan yang diputus oleh DKPP diwilayah Provinsi Riau. Berkaitan 

dengan hal tersebut,, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Riau

 memonitoring terkait beberapa kasus yang

 terjadi di Kabupaten/Kota, adapun Pengawasan terkait 

Putusan DKPP adalah sebagai 

berikut : 

a. Kota Dumai 

Pada Pilkada 2020, Bawaslu Kota Dumai juga menerima 1 (satu) 

putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap 

Laporan masyarakat Kota Dumai terhadap Kode etik Ketua dan 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai. Dalam Putusan Nomor 

94-PKE- DKPP/IX/2020, Majelis memutuskan memberikan Ketua dan 

Anggota KPU Kota Dumai berupa Peringatan. 

 
Terhadap putusan DKPP tersebut, Bawaslu telah mengawasi terkait 

pelaksanaan Putusan tersebut oleh KPU sebagai mana mestinya. 

 
4. Putusan Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Bawaslu adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang 

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah 

Republik Indonesia. Selain diberi kewenangan dan kewajiban dalam 

pengawasan pemilu, Bawaslu juga diberi beberapa tugas yang salah 

satunya adalah memutus perkara administrasi dan sengketa proses pemilu. 

Putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu yang 

berada dibawahnya tidak terkecuali Bawaslu Provinsi Riau. Putusan yang 

diawasi tindaklanjutnya oleh Bawaslu Provinsi Riau adalah putusan akhir. 


